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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 
Latar Belakang Penelitian

Pelayanan sektor publik merupakan salah satu tugas organisasi publik dimana organisasi ini harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan global saat ini. Hal ini dipelopori oleh pikiran David Osborne dalam bukunya Reinventing Government (2001:38), yang menggambarkan bahwa "organisasi publik harus mencontoh organisasi swasta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat".

Dewasa ini, organisasi pemerintah mulai mencontoh pendekatan manajemen sumber daya manusia yang dilakukan oleh perusahaan swasta dalam mengelola pegawainya. Keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi bertujuan untuk meningkatkan kontribusi pegawai terhadap organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hal ini dapat dipahami karena semua organisasi dalam pencapaian tujuannya sangat bergantung kepada manusia yang mengelola organisasi tersebut. Sesuai dengan perubahan yang terjadi pada organisasi swasta maupun pemerintahan, maka pendekatan manajemen dengan perspektif humanistik dan pembangunan organisasi pembelajar diyakini yang paling relevan belakangan ini.
Sejalan dengan adanya semangat dan tuntutan melakukan reformasi di dalam tubuh birokrasi pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Government), salah satu agenda yang menjadi prioritas adalah melakukan perubahan terhadap dimensi sumber daya manusia/aparatur. Tujuan reformasi birokrasi adalah dalam rangka mewujudkan Good Government yang bermuara pada perbaikan pelayanan, sedangkan sasaran reformasi birokrasi ditinjau dari dimensi Sumber Daya Manusia adalah terwujudnya birokrasi yang profesional, netral dan sejahtera yang mampu menempatkan dirinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk itu salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerapan sistem remunerasi yang adil dan proposional.

Perencanaan sumber daya manusia yang menjadi fokus perhatian ialah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat, kesemuanya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan. Jelaslah bahwa manajemen sumber daya manusia adalah merupakan unsur terpenting dalam setiap organisasi. Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga mereka mengharapkan dengan bekerja mereka akan mendapatkan balas jasa yang setimpal yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.

Remunerasi dimaksud adalah suatu sistem penentuan atau pemberian imbalan jasa atau kompensasi kepada pegawai dalam suatu organisasi. Pengertian remunerasi mengandung makna yang luas karena mencakup didalamnya unsur-unsur tunjangan berupa uang, fasilitas, jaminan sosial maupun hak istimewa.

Remunerasi menurut Hasibuan (2008:117) adalah suatu hadiah pembayaran atau balas jasa yang diberikan. Remunerasi merupakan imbalan atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja sebagai akibat dari prestasi yang telah diberikannya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa keberadaanya di dalam suatu organisasi perusahaan  tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebab, akan terkait langsung dengan pencapaian tujuan perusahaan. Remunerasi yang rendah tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik dilihat dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan pengertian resmi menurut kamus Bahasa Indonesia adalah pemberian hadiah (penghargaan atau jasa dsb); imbalan. Remunerasi berasal dari bahasa inggris yaitu Remuneration.
Efektivitas kerja merupakan keluaran atau output dari kemampuan proses kerja yang dilakukan oleh para pegawai secara umum. Efektivitas kerja yang diwujudkan dapat dilihat atau diketahui, apakah tujuan kerja itu berkualitas atau tidak dan apakah sesuai rencana atau tidak. Gibson (1996 : 49) mengatakan: “Efektivitas kerja pegawai adalah konsep dengan cakupan luas termasuk sejumlah konsep komponen”. Artinya, efektivitas kerja merupakan suatu konsep kerja yang ingin dicapai suatu organisasi. Demikian pula pada Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu untuk mencapai efektivitas kerjanya kearah yang lebih baik, karena selama ini pegawai Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat belum menunjukkan kemajuan dan peningkatan efektivitas kerja kearah yang lebih baik. Dengan demikian sangatlah wajar apabila dinyatakan bahwa efektivitas kerja pegawainya masih rendah. Rendahnya efektivitas kerja pegawai tersebut diduga belum dilaksanakannya sistem remunerasi yang baik di lingkungan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat.
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, memiliki tugas pokok seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah 22 Tahun 2008 tentang  Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, berkedudukan sebagai Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat Barat dalam penanganan bidang ketahanan pangan. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan. 
Berkaitan dengan perbaikan sistem remunerasi yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, khususnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 119 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengukuran Efektivitas kerja Dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini seluruh pegawai diberikan tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, meningkatkan efektivitas kerja, motivasi, inovasi dan penghargaan terhadap efektivitas kerja PNS dan CPNS berdasarkan perilaku kerja dan prestasi kerja.

Adanya remunerasi yang adil dan layak yang diterima oleh pegawai, maka diharapkan efektivitas kerja pegawai akan meningkat untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi karena kebutuhannya terpenuhi. Semakin meningkatnya efektivitas kerja pegawai akan semakin menguntungkan bagi instansi maupun pegawai dan akan semakin meningkatkan keunggulan instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka satuan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan mampu menyusun suatu sistem remunerasi yang baik, dimana sistem ini harus mengggambarkan pemberian remunerasi yang adil dan wajar bagi setiap jenis pekerjaan yang ada khususnya di bagian Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat harus memperhatikan peraturan yang berlaku dan juga memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya efektivitas kerja pegawai.

Berdasarkan pengamatan awal di Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa efektivitas kerja pegawai Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat masih rendah. Rendahnya efektivitas kerja pegawai tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Ketepatan kualitas kerja pegawai rendah dilihat dari indikator ketepatan prosedur kerja, contohnya dalam penyusunan laporan keuangan pada Sub. Bagian Keuangan sering terjadi kesalahan dalam memasukan data pertanggungjawaban keuangan, akibat kurangnya ketelitian pegawai sehingga harus diperbaiki kembali oleh pegawai yang bersangkutan, yang akhirnya membutuhkan waktu yang cukup lama.

2. Ketepatan waktu pegawai rendah dilihat dari indikator target waktu, contohnya pegawai pada Sub Bagian Keuangan yang seharusnya melaporkan laporan bulanan setiap tanggal 5, tetapi kenyataannya tidak sesuai target waktu kadang-kadang tanggal 10 setiap bulannya.
Berdasarkan indiktor-indikator masalah tersebut, diduga penyebab masalahnya adalah belum dijalankannya remunerasi secara optimal. Selanjutnya untuk melihat masalah secara mendalam, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam lingkup remunerasi dan efektivitas kerja pegawai dengan merumuskan judul : "ANALISIS PENGARUH REMUNERASI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT".
1.2
Identifikasi Masalah


Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka problem statement penelitian ini adalah efektivitas kerja pegawai pada Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat rendah yang diduga belum dijalankannya Remunerasi secara optimal. Permasalahan selanjutnya diidentifikasi oleh peneliti sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh remunerasi terhadap efektivitas kerja pegawai pada Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat?
2. Seberapa besar pengaruh remunerasi melalui dimensi gaji, upah, insentif, maupun kompensasi tidak langsung, terhadap efektivitas kerja pegawai pada Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat?.
1.3
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 
Tujuan Penelitian
1. Mengetahui besarnya pengaruh remunerasi terhadap efektivitas kerja pegawai pada Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Mengembangkan konsep tentang dimensi remunerasi dan efektivitas kerja pegawai pada Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Menerapkan secara teoritis mengenai remunerasi dalam memecahkan masalah efektivitas kerja pegawai pada Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
1.3.2
Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah keilmuan, khsusnya Ilmu Kebijakan Publik yang berkaitan dengan remunerasi dan efektivitas kerja pegawai.
2. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan informasi bagi insitansi, khususnya masalah penerapan remunerasi terhadap efektivitas kerja pegawai pada Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang.
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